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PENDAHULUAN ) -
Memasuki abad XXI, masalah Hak Agasl Manusia

'_(B&lanjutnya_ ditulis : HAM) mengedepsn menarik perhattian

bangsa-bangaa di dunia, baik dalam tingkat namional maupun
internasional. Secara obyektif, - prinsip parlgndungan

1 terhadap HAM antara negara yvang satu dan lainnya; adalah

]
| sams,  namun - secara subyektif pelaksanaannya tidaklah
demikian. Pada satu waktu ada perseamsan kshendak mengenal
apa yang sebalknya diatur, namun pads waktu yang. lain ada

perbedasan perasepsi. dan penafsiran terhadap HAM antara
negara yeng satu derian lainnya. Pserbedaan tera&bu¢ lebih
bhanyalk disebabken adanya latar belakang p&mikifan dan
kehidupan  (dengan aegala aspeknya, vaitu  idsologs,

politik, ekonomi, somial dan budaya) dari maaing-masing
negara. , . ‘ '

Sesuai dengan setarah dan sgistem nilainya, bangas
Indonesia mempunyal cara pandang vang agask bebrbeda dengan
cara pandang. Barat mengenai HAM. HAM menurut cara pandang

bangsa Indonsala bertumpu pada faham kekaluar@aan; Cyaitu
faham yang_memaqdaua manusia sebagal individu dan sekligus
sebagal makhluk sosial,

Makalah Hasil Penelitian ini diajukan dalam - Seminar
Hasil Penelitian, yang diselenggsarakan oleh | Lembagsa
Penelitian Universitas Diponsgoro, Semarang, tanggal 24
Januari 1985,




Muatan HAM pada peraturan perundang-undangan di
Indonesia dengan mudah bisa dilihat pada UOD 1945 | BECATA
kesolurvhan, di samping Juga di pelbagail hukum positif
lainnya, seperti Tap MPR No.II/MPR/1878, KUHAP, KUHP dsb.
Berbicara masalah hukum positif di Indonesia, kiranya biea
dilihat bagaimana kondisinya dewasa ini. Haopir lima puluh
tahun Indoneasia merdeka, hulum positif kita masih banyak
mampergunakan hukum warisan Belanda, yang dumléhny& kurang
lebih mencapai 400 buah, Usaha untuk menggantinya bukannys
tidak pernah dilakukan. Ussha itu telsh dirintis dan terus
dilakuken, =alah satunya yang sampal sekarang belun
.aelesal  adalah pambafuan hukum pidana, tarmaaﬁk‘KUHP.

Dalam usaha pembaruan hukum pidana tersebut, ada
'beberapa rambu  yang haruardiparhatikan pembuat ;undang*
undang, antara lain adalah bahwa hukum nasional harus
wengadaptasi International trends sehinggs hukum nasional

Ckita tidak chsuvinis dan ketinggalan Jaman. Bagaimanapun
bangsa Indonealsa tidak bisa mengsabalkan pﬁrkémb&naan
intarnaaianal. karena kita adalah bagian dari masyarakat
internasional yang saling mempunyai hubungan dan
ketergantungan satu’ sama lain, dalam segala :bidang.
termasuk bidang hukum. Adaptasi terhadap hal-hal . positif
vang terjadi di 1ingkﬁns&n internaaidnal tersebut;, tidak
gvoara serta merta dilakukan, namuh solalu diadabtaéikan
kepada nilai-nilal yang bersumber pada idsologi Pancasila
(Muladi, 1900 : 7).,

PERMASALAHAN ‘

Pokok masalah dalam  tulisan ini  adalash Berkenaan
dengan 1mp1ameptasi perjaniian internaaional ke dalam
hukws nasional Indonesia, yaitu psmbuatan perundang-
nndangan nagional untuk menampung.apa Vang diatﬁr dalan
perjandlan internasional, bailk yang sudah mengllkat maupun
vang belum bagi wegara Indonesia. ;

Sahubungan deﬁgan itu, bima diajukan ‘beberapa
permasalaban sebagai berilkut :




Internasional ke dalam pembuatan hukum pidana nasio

' rendekatan

~dipergunaken dalam penelitian inil adalsah data sskun

1. Bagaimana antisipasi pembuat kebijakan hukum |
terhadap kecenderungan internasional mengsnail ke
terhadap HAM ke dalam pengaturan hukun pid
Indonesia 7

7. Sumbangen apa yang diberikan oleh perjanjian-psr
internasional mengenai kejahatan terhadap HAM
pembaruan hukum pidana di Indoneasia 7

kejahaten terhadap HAM diimplementasikan ke dalam

pidana nasional. Kedus, ingin dilihat bagaimana ant
pembuat undang-undang terhadsp kecenderungan intern
mwtuk  memsrangi kejahatan terhadap HAM yang dimuls
porumusannya dalam perjantian internasional. Ketiga
diketshui
internasional nengensai kejahatan‘ terhadap HAM
pembaruan hukum pildana Indonesis. Penelitian int di
karena adanya anggapan bahwa adaptasi hukum

nasional

perlu
dan antisipaainya terhaday perkembangan
internassional maslih kurang.

Adapun manfaat yaﬁg bisa diberikan dari pesnelit
adalah untuk memberikan sumbangsn pemikiran kepada
kabitakan hultum pidana naaional mengensil artl pen

adaptasl dan  antisipasi

terhadap perkembangan

Eabijakan
internasional

kriminalizasi berbagai Jenie ke
terhaday HAM dalam pembaruan hukum
nazional pada dasarnya menyangkut
penanggulangan kedahatan terhadap HAM. Oleh meb
terhadap masalah ini lebih terarah
pendekatan yang bersifat vuridis normatif. Dat
Pardanjian

katahatan

internasional vang berkenaan

penerbangan, kejahatan narkotika, ke

lingkungan dan kejahatan genocide dijadikan fokus
penelitisn ini. '
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Ada tiga ‘tujuan yang  hendak  dicapai
dilakukannya penelitian ini. Pertama adalah
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iHﬂKﬂM NASTONAL BAGIAN DART HURKUM INTERNAGSIONAL

. Berbagal Jenis kejahatan internasional yang ternasuk
Coda lam yangeftiau kejahatan terhadap HAM, dalem kaidian

;Hukum Internastional di @ sinl  adalah sgresi, genocida,
fpenyikaa&n; apartheid, perbudsakan dan perdagangan budak,
[pembajakean laut, pembajekan udare, penyalahgunasn gbat-

obatan (narkotika), pornografi, percobsan wedis

Lingkungan hldup.
Hulium Internasional telsh mengatur HECHIA

vang

“hertantangan - dengan hukum, dan hejahatsn  Larhadap

EVEA B L]

“perlindungan HAM, mulai dari UDHR 1848, I1CCPR 1966, 1CESCR

“berbagal perjandiasn internssional mengenal hal yang o
Untuk manindsklanjuti perjanjian-perjaniian tersabut,,

gpanalitian ini, baik kiranya dikemukakan secara si

Cinternasional. Menurut teori monisme dengan priwat |}

- malindungi masyarakat dari kejshatan tarhadayp
| selayaknyalah Juga menisadi kecenderungan hukum nagional
| masing-masing negara untuk mengaturnya.

 PENCEGAHAN KEJAHATAN 1AM DALAM HUKUM INTERNASIONAL

‘Alvroraft {Konvenst Tokyo 1283), Convention for

1966, Daclaration on the Righta to Development 1988 a

mpa

pada UNWCHR 1963, Demikian pula secara reglonal dt&tur

C¥husus mepgatur jenis kejahatan terhadap HAM tertentu)

na .

cdigusun pula berbagal perjanjian internasiconal yang secara

Seshva Lam dijelaskan lebik lanjut mengenal hasil

1gkat

dasar teoritis hubungan hukum nasgional dengan hukum

yukuam
" internasicanal, hulum  nasional  barsumber pada Huloum

Internasional, yang menurut pandangan ini merupakan suatu

reranghksat huokum yvang secara hirarkis lebih tinggl.
Dengan berdasar atas pemikiran di. atas,

bilsa

dijelaskan lebih lanjut bahwa kecenderungan internasional

yang diwuajudkan dalam perdanjian internasional {yang
merupakan wujud nyata dari Hukum Internasional) untuk

1. Kejahatan Penerbangan

HAM,

Convention on Offances cartain other acts on |Board

Bupression of unlawful selzure of alroraft (Konvensi

the
Den




Haag 1970) dan Convention unlawful acts agelost the safety
of  Clvil Aviation (Konvenai Montreal 1971) adalah
perjandian internasional . yang berkananaan dengsan
pencegshan dan. penghukuman kejahatan penerbangan.

Kejahatan penarbangan marupakan kajahatan Yang
émerugikan kesslamatan jiwa, nyawa dan harta benda manusia,
yang menimbulkan: keprihatinan sungguh-sungguh bagi | umat
‘manusia, oleh karena itu pelaku kejahatan ini  dlancam
dengsn hukuman yang berat di manapun ia berada. Terlepsas
- dari banyaknya kasus kejahatan penerbangan vang
dilatarbelakangi oleh terorisme atau kepentingan politil,
kedahatan penerbangan hendaknya dilihat mecara mendasar,
yaitu sabagal kejahatan terhadap HAM. Pada dassrnya | semua
bangaa di  dunia sepakat menyatakan bahwa  kelahatan

penerbangan (terutama  pembajsakan udara) merupakan
Ckedahatan yang mengancan umat menusia atau fupe gention.

2. Kejohatan Narvkotlks
Kepedulian bangsa-hangss di dunia terhadap praktik
kajuhatan narkotika setlidakanya bisa dilihat dari bepbagai
perjandian  internasional mengenai hal itu, antara lain
The International Opiuwm Convention of 1925; Thel 10936
Convention for the bBuppression of the [llicit Yratfic in
Dungerouvs Drugs; The Single Convention on Harcotic | Druge
1961; The Psychotropic Substances Coonvention 1971 dan
Conventlon Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and
Paychotropic Substances Convention 1988. Serta bébeérapa
protokol tambahen, sntara lain protokol tahun 184G, | 1948,
. 1963 dan 18972,
| Penyalahgun&aq obat bius atau narkotika sdalah semacam
polusi internasional, yang bebas maelintasi batsa-batas
Cnegara dan mempengarubhi hidup asiapa m&ﬁa vang dissntuohnya.
: Panyalahgunaan dan  perdagangan gelap narkotika Eagitu
meluas dan kompleks zehingge tidak satupun negara yang
bisa menanganinya asendiri, untuk itu kerja sama | antar
negara mutlak diperlukan.

Salahh matu Jdenig kejJahatan narkotika yang saharang




- menjadi treand internasgional yaltu apa yang dikenal ﬁwqaaai
money  laundring, yealtu suatu kejahatan yang berupa
pengalihan = kekayaan dari hasil perdagangan Jelap
narkotika pada usaha lain yang legal sifatnya, 7

i bawah Konvengi HNarkotika 1988, negara peserta
menyetujui  berbagal ketehtuan, antara laln adalah sdtuju
mengidinkan peangadilan untuk mengungkapken rahesia bank
msulama berlsngsungnya penyelidikan yang bertalisn dengan
" obat  biusz. Ini merupakan ketentuan baru, yang berkaitan
dengean masalah perbankan, yaltu berkaitan dengan masalah
rahasia bank.

3. RBejahatan Lingkuﬁgam

Perhatian dunia pada masalah lingkungan hidup, pertama
kali diungkapkan dalam Deklarasi GStockholm 1872, |\yang
akhirnya ini merupakesn titik awal pemikiran ke |arah
terbentuknyas hukun  lingkungan. Sekalipun deklarasi| ini
tidak mempunyal kekuatan mengikat pecara hukum bagl |para

peassrtanya, naman tidak'dlpungkiri lagi babhwa dehlarasi
ini mamberikan inspirasl hbagl terbentuknya herbagal
perdandian internasiocanal di bidang lingkungan hidug.
Kongeres PEB mengenal The Prevention of (rime and the
- Treatment of Offendera 1977 . menyoroti bentuk-~bentuk
- dimenal  kejahatan terhadap kusiitam linghungan hidop, di
aamping kejahatan terhadap kesejahterasn sozial sebagal
. bentuk kejahatan yang  memprihatinkan.
Ketahatan lingkungan berkaitan erat dan sering | kali
merupalian haeil sampingan daril kegiatan bisnis dan
indusgtri yang pada wmumnya dileakuken secara terorganisasi
dan oleh wereka yang mempunyal kedudukan penting di dalam
- masyarakat {Barda Nawawi, 1992 : 3). Dalam Konggres PEB
ke-8 ditegaskan bahwa d} samping tindakan-tindakan | yang
berdasarkan hukum\adminiétraui dan perdata, kepada pelaku
kedahatan lingkgnaan Juga bisa dikenalkan hukuwan pidapa.




4. Redshatan Genocide
Kriteria perbuatan yang masulk ke dalam pengertian
| genocide, ditetapkan di dalam Paaal 11 Konvensi Jengoide
1948 vang menyatakan :

In the present Convention, genocide wmeasns any of| the
following acts commited with intent to destroy, In
whaole or in part, a national, ethnical, racial or
raligious group, ag such :

(a). Killing members of the group (Membunuh aﬂﬂ%wt&"
anggota kelompok) ; _

(b). Caunsling serilous bodily or mental hsrm to mepbers
af the group {(Merusak Joasmani atau mental
anggotea-angrgota kelompok);

(¢}, Delibervately Inflicying on the group oonditions
of life calculated to bring about 1i1ts physical
destruction in whole or part (Dengan sehgaja
mengakibatkan pendervitaan pada kondisi  kehildupan
sguatu kelompok veng diperkirakasn menimbulkan
kerusakan Jasmani ssluruhnya ateu sebagien);

(), Imposing wmeasures Intended to prevent births
within the group (Memaksakan tindakan Vang
ditujukan untuk mencegsah hkelahiran dalam ‘suatu
kelompok); !

{e) . Pbraibly’ tranﬂffbrjng'ohildr&n of the grﬂJp to
another group {(Memindahkan anak-anak dsyri lsuatu
kolompok ke kelompok lain secarsa pahksa).

CAdapuan pavbuatanwpefbuatén vang dapat dihukum beardasar
ataa  Ronvensi Genocide (Pasal 111) ini adalah pesrbuatan-
parbustan yang berupa @

(a). Pemuasnahan suatu bangsa dengan sengadja; :
(by. Kompiotan rahagla yvang melakukan pemasnaban suatu
- bangsa dengan sengaja; ,
{c). Hasutan langaung dan terbuka untuk ne lakukan
pemuanaharh suatu bangsa dengan sengala;

{(d). Usaha malakukan pemusnalian suatu  bongsa dengan
sangaja; ‘ A

{a). Keterlibatan (ikut merta) dalam pemusnahsn  suata
bangsa dengan sengada.

Kebijukan Legislatif Pencegahan Kejahatan terhadap HAM
dalam Hukum Pildans Nasioonal.

Fada tahun 1976,'Ind¢naﬂia meratlFikasi ketiga kcnv&nﬁi




mengenal kejahatan penerbangan melalui U.U. No.Z tghan
19768 Undang-undang ini mempunyal kedudukan penting di
dalam pahharuan hukun  pidana nasional. Berdasar atas
undang-undang ini, . dikeluarkanlah U.U. No.4,1976, yang
talah mamparluas ruang lingkup barlakunys KUHP
{peninggalan Belanda yeng sampal sekarang mazih kita
pargunakan), vaitu memberlakukan peraturan perundang-

“undangan Indonesia bagl setiap orang yang beradsa di  |luar

wilayah Indonesia, yang melakukan tindak pidana di dalaw
kendaraan air atau pasawat udara Indonesia.

Dengan dimasuakkannya dellk kejahatan pen&rbﬂnaan
maupun kejahatan terhadsp sarana dan prasarana penerbangan
jUHP,

merupakan indikator bahwa pamerintéh menarul  kepedulian

yang sangat kuat dimenai internasionalnya ke dalam

beaar ' pada kepantinganézmaayarakat internasional untuk
mancegah dan menghukum pelaku kejahatan penerbangan, |yvang
mamang sangat memerlukap kerja mama sntar negara.

Sementara itu bagqimana hebijakan legislatif pe&buat
undang~undang Lkita m&bgantlaip&ai kejahatan narkotika,
bisa dilihat padapenjelsisan sebagai berikut. _
Setelah Indonezia melakukan ratifikasi terhadap Konvensi

- Tunggal Narkotika, paﬁa tahun 1976 diundangkanlah U;U.

No.9 tabun 1976 tentang Narkotika. Undang-undang ini
mecars hakiki iminya ‘tidaklah berbeda dengan apa |yang
diatur dalam Konvanaii Tunggal Narkotika tahun 1971,
Undang-undang ini mam@untai artl strategis, mengingat
baliwa undang-undang inifmanyangkut sacara langsung sumber

 daya  manusia Indaneai@ vang esangat diperlukan alam’
. pembangunan. Dari,seai‘pmmbaruan hukum pidana nasional,

.0, Ho.2 tabun 1976 meprupakan salah satu wujud pembaruan
hultum pidana yang dilakukan di luar KUHP,

Pemeriantah - belum  meratifikasi Konvensti Narkotika
1888, yang melarang dilakukannya prektik swoney laundring.
Namun demlkian tidak berarti praktik keJahatan inl  tidak
dilareng di Iodoneaia. KUHP sendiri melalui Pasal 91 (56)
dan  J.U0. Perbankan (No.7/1992) secara prinsip sudah




mencegah terjadinya keJjahatan gsebagaimana dikhawptirkan
oleh Konvensi Narkotiks 19888. |

Secara formal kejahatan lingkungan diatur secara
nagional pada tahun 1882, yaitu di dalam U.U. No.4 tahun
1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup,
yang dikenal sebagal undang-undang payung bagi pengaturan
lingkungan hidup secara aéktoral di Indonesia.

Kehadiran undang-undang ini tidak lepas daTi
keberadaan berbagal perjanjian Ainternasional ataupun
hasil-hasil konggrea PBB yang berkaitan dengan masal hl
kejahatan lingkungan. Pertimbangan hukum U.U. ini antara
lain menekankan bahwa kebijaksanaan melindungi dan
mengembangkan lingkungan hidup dalam hubungan antar
bangsa adalah sesual dan selaras dengan perkembangan
kesadaran lingkungan hidup umat manusia. Dari sini- bisa
dilihat walaupﬁn tidak secara 1mplisit menunjuk pada
perjanjian internasional, namun tampak bahwa ada semangat
dari pembuat undang-undang untuk memikirkan secara

sungguh-aungguh masalah lingkungan hidup yang merupakan
kecenderungan internasional.

. KEejahatan lingkungan Jjuga diatur dalam Konsep KUHP
Nasional, dan ini merupakan salah satu Jenis kejashatan
baru yang diatur dalam KUHP Nasional nantinya.

Kejahatan genoclde merupakan jenis kejahatan baru | yang
menjadi obyek pengaturan dalam (Rancangan) KUHP Nasioﬂal.
Pengaturan terhadap Jenis kejahatan inl bisa ditemukan délam
Naskah Rancangan KUHP (Baru) yang telah dimempurnakan dleh
Tim Kecil asampali dengan 13 Maret 1993, khususnya dalam Bab

VII : Tindak Pidana Yang Membahayakan Keamanan Umum | Bagi
Orang, Barang, dan Lingkungan Hidup.

Perupusan di dalam Konsep KUHP, tidak ada perbedaan
mendasar dengan apa yang dirumuskan dalam Konvensi
Pencegahan dan Hukuman terhadap Kejahatan Pemusnahan Suat¢
Bangsa dengan Sengadé 1948. Bisa dikatakan bahwa perumusan
dalam Konsep KUHP mengambil begitu saja ketentuan dalam




Pasal 11T dan T11  Ronvensi denocide teveshud,

Eriminallsasi bLejabatan gencoeids ke dalow  Honsep  KDHY
Pldak meloalual ratifikasi {(pongesahan) konvenst genocide,
srabila ditelusuri Jauh ke belakang, tampak bahwae politik
hubuw pidens ontol wemasukkan jenis kejahatan baru 1ul ke
dalawm Bonsep  BUHE tidak bisa dilepaskan dari Wawasab
Husantara Jdan Pancasila. Dengaan kondizgi MAT Indoneszia vang
cleand b Lan kst kv gz corak budayanya, kiranva wsaha
Eriwinalisasl kedabatan genocide ke dalam pembaruan  hukum
Pidana kilta, merupakasn langhkah  yang tepat.

Ada yang  khas Indonesia dalam usaha  kriminalisast
hedahatan  genocide inl, yvang tidak muncul dalem hkonvensi
gonid i de itu seadiri. Dalam pendelasan  Konmep B
Jitegaskan bahwa keglatan-kegilatan yvang bertujuan unituk
mougasimilasikan kelonmpok minorites ke dalam masyarakat
Indonesis, miaalnya melalui penyuluhan, pendidikan,
pembinsan dan laia-lain ussaha mwningkatkmn tarat hidup dan
cara-cara kebldupsn  tradisiconal  meveka  pada ALY &,
sehingges mereka dapat berperan serta dalsn hkehidupan

wodern, tidak bisa dimasukkan sebagsei kedabatan genooide.

PENOY U P
‘ Poada akbiie makalah iui biega digimpulian hal - hal sebagai
L A uat 2

. Fewmerintab Jdalam hal int pembuast kebijakan bhukum pldana

s d caea b t bah me d akuken antisipasi terhadsp
koconderungan Internasical watul amsncegah dan menghuloum
bedahwtan terhadap HAM, khususoya ejabatan
Lo P b gan , narkotika, lingkuangen dan genonide,

Kebidukan  tersebut tidak bertentangan  dengen  kondis:

ezt a adam Qan Lradisd ITodonesia.

Ingplewoniast perjdandlan internasional telabh  memberilhan

Avtilrangarn béser bagl  oabe pembarasn huboum pidana
Ve Losinia €. Haloum pidana naEional bukan e edar
i b bl d et b Lo fu paslonal, s b e vdean drigga

el 1 e kadt iepenbingan masyairalat  internssions] .
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